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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEHNIK
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagian Daerah
Otonom, Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998
tentang Tata Cara Mempersigpkan Rancangan Undang-
undang, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik Penyusunan peraturan Perundang-undangan
Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden
serta dalam rangka menjamin keadilan, kepastian hukum,
peningkatan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi
dalam penyusunan dan Pembentukan produk hukum di
Daerah, maka di pandang perlu menetapkan Tata Cara
Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah

dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang 10 Nomor Tahun 1950
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999
nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata
Cara Mempersiagpkan Rancangan Undang-undang;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan
Bentuk Rancangan  Undang-undang,  Rancangan
Peraturan Pemerintah. Dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
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Dengan Per setujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

M enetapkan :  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

O N o O

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
Desentralisasi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;

Unit Kerja adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan peraturan perundang-
undangan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab dalam Penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas
Sekretariat Daerah. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai
dengan kebutuhan Daerah ;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat RAPERDA adalah
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA Adalah Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

Lembaga Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Akademik adalah hasil kajian ilmiah yang disusun oleh Perangkat
Daerah yang dalam Pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi
atau pihak lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan peraturan
Perundang-undangan;

Tim Asistensi adalah tim yang di bentuk Gubernur bertugas memberikan
Asistensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah;

Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB [I
TAHAP PERSIAPAN

Bagian Pertama
Prakarsa Perda

Pasal 2
RAPERDA digjukan oleh Gubernur atau prakarsa DPRD.

Bagian Kedua
Prakarsa Gubernur

Pasal 3

(1) RAPERDA yang digjukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

(2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waib Minta persetujuan
terlebih dahulu kepada Gubernur dengan menyertakan penjelasan selengkapnya
mengenai konsep pengaturan yang meliputi :

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

c. Pokok-pokok pikiran. lingkup atau obyek yang akan diatur;
d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pengharmonisan. Pembulatan dan Pemantapan konsepsi yang akan
dituangkan dalam RAPERDA vyang berasa dari Sekretariat Daerah
dikoordinasikan dengan Dinas/ Lembaga Teknis Dagerah terkait.

(2) Dalam hal pemrakarsa adalah Dinas / Lembaga Teknis Daerah. Maka dalam
rangka pengharmonisan. Pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan
dituangkan dalam RAPERDA. Pimpinan Dinas / Lembaga Teknis Daerah wajib
mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Unit Kerja.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Akademik

Pasal 5

(1) Pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan
Akademik mengenai RAPERDA yang akan diusulkan.

(2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama
dengan Unit Kerja, dan pelaksanaannya dapat mengikutkan sertakan Perguruan
Tinggi atau pihak lain yang mempunyai keahlian di bidangnya.

(3) Daam ha RAPERDA memerlukan Rancangan Akademik, maka Rancangan
Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan bahan
pembahasan dalam rapat konsultasi.

Pasal 6

Gubernur menugaskan Unit Kerja untuk secara fungsional bertindak sebagai
penyelenggararapat konsultasi yang bersifat permanent.
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Bagian Keempat
Pemantapan K onseps

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RAPERDA
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diarahkan pada perwujudan keselarasan
konsepsi tersebut. Dengan ideologi Negara, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat,
nilai moral dan agama, norma-norma adat serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam RAPERDA.

Pasal 8

(1) Apabila pengharmonisan, pembulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat
dihasilkan dalam rapat konsultasi, pemrakarsa melaporkannya disertai penjelasan
mengenai perbedaan pendapat kepada Gubernur untuk mendapatkan K eputusan.

(2) Keputusan yang diberikan oleh Gubernur dalam masalah sebagimana dimaksud
pada ayat (1), sekaligus merupakan Keputusan disetujui atau tidak terhadap
prakarsa penyusunan RAPERDA.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, pembulatan dan kemantapan konsepsi,
pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan
RAPERDA kepada Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10

Persetujuan Gubernur terhadap prakarsa penyusunan RAPERDA diberitahukan
secaratertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pemrakarsa.

BAB |11
TAHAP PERENCANAAN

Pembentukan Tim Asistens
Pasal 11

(1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal
9, Gubernur membentuk Tim Asistensi.

(2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan langsung oleh Pimpinan Pemrakarsa kepada Pimpinan Perangkat
daerah terkait dengan materi yang diatur, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya Surat Sekretaris Daerah mengenal persetujuan pemrakarsa.

(3) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan Gubernur, konsepsi
yang akan dituangkan dalam RAPERDA tersebut dalam hal-hal lain yang dapat
memberi gambaran materi yang akan diatur.

(4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menugaskan
stafnya yang membidangi hukum dan perundang-undangan, dan atau pejabat yang
ditunjuk, yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam
RAPERDA.
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(5) Penyampaian nama personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat
permintaan.

(6) Keputusan pembentukan Tim Asistensi ditetapkan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari kerja sgjak, tanggal diterimanya surat Sekretaris Daerah mengenai
pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.

Pasal 12
Kepala Unit Kerja secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Tim Asistensi.
Pasal 13

(1) Tim Asistensi menitik beratkan pembahasan pada permasalahan dan atau materi
yang bersifat prinsip seperti kelengkapan obyek yang akan diatur, jangkauan dan
arah pengaturan.

(2) Kegiatan Perancangan secara teknis dilakukan oleh Unit Kerja.

(3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan
kepada Tim Asistensi untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang
telah disepakati.

Pasal 14

(1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan
RAPERDA dan permasalahan yang dihadapi kepada Gubernur.

(2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akir RAPERDA kepada Gubernur
dengan disertai penjelasan.

Bagian Kedua
Konsultas RAPERDA

Pasal 15

(1) RAPERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila dipandang
perlu dapat dikonsultasikan kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Kehakiman dan HAM.

(2) Khusus untuk RAPERDA mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
dikonsultasikan pula kepada Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Persetujuan RAPERDA

Pasal 16

Apabila RAPERDA tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sekretaris daerah
menyajukan RAPERDA tersebut kepada Gubernur.

Pasal 17
Sekretaris Daerah melaporkan RAPERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

kepada Gubernur dan sekaligus mempersiapkan Nota Penyampaian Gubernur yang
telah disempurnakan kepada Pimpinan DPRD.
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